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PERGUB PROV. DKI JAKARTA NO.226 TAHUN 2015, BD. 2015/NO.61027, SETDA PROVINSI 

DKI JAKARTA : 4 HLM 

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG 

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2014 

 

ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Nomor 5 

Tahun 2015 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014, perlu 

ditetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2014. 

 - Dasar hukum peraturan ini adalah: UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 

Tahun 2003;UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 33 

Tahun 2004; UU No. 29 Tahun 2007; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 

Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 20 Tahun 2001; PP No. 65 

Tahun 2001; PP No. 66 Tahun 2001; PP No. 24 Tahun 2004; PP No. 23 

Tahun 2005; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 56 Tahun 2005; PP No. 58 

Tahun 2005; PP No. 65 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 71 

Tahun 2010; PP No. 30 Tahun 2011; PP No. 2 Tahun 2012; Permendagri 

No. 13 Tahun 2006; Perda No. 5 Tahun 2007; Perda No. 3 Tahun 2014; 

Perda No. 19 Tahun 2014; Pergub No. 31 Tahun 2014; Pergub No. 173 

Tahun 2014. 

 - Peraturan Gubernur ini memuat Laporan Realisasi Anggaran Tahun 

Anggaran 2014. 

   

CATATAN : - Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 

tanggal 23 Oktober 2015. 

 - Peraturan Gubernur ini ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 Oktober 

2015. 



Halaman 2 dari 2 
 

 - Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran tercantum dalam Lampiran I 

Peraturan Gubernur ini. 

 - Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran dirinci lebih lanjut ke dalam 

penjabaran Laporan Realisasi Anggaran yang tercantum dalam 

Lampiran II Peraturan Gubernur ini. 

 - Lampiran 5 halaman. 

 

 


